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Abstract 

This study examines the criminal act of social media hacking by a minor, as 

addressed in Decision Number 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks. The research 

focuses on how Indonesian positive law and Islamic criminal law respond to 

hacking committed by a child, and how judges determine appropriate sanctions. 

Using a normative juridical method, the study analyzes court rulings, the ITE Law, 

the Juvenile Justice System Law, and Islamic jurisprudence (fiqh jinayah). The 

findings show that the offender received non-custodial sanctions, namely guidance 

and vocational training, in line with restorative justice aimed at rehabilitation. In 

Islamic law, such an act falls under taʿzīr a discretionary crime whose punishment 

is determined by the judge based on public interest. The study recommends further 

integration of Islamic principles into Indonesia’s juvenile justice system, 

particularly in addressing cybercrimes involving minors, in order to protect 

children's rights and ensure their future reintegration into society. 
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Abstrak. 

Penelitian ini mengkaji tindak pidana peretasan akun media sosial oleh anak 

sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks. 

Permasalahan utamanya adalah bagaimana hukum pidana positif dan hukum pidana 

Islam menanggapi tindakan peretasan yang dilakukan oleh anak, serta bagaimana 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Penelitian ini menggunakan 

metode yuridis normatif, dengan menganalisis dokumen putusan, ketentuan dalam 

UU ITE, UU SPPA, serta kajian fikih jinayah. Hasilnya menunjukkan bahwa 

pelaku dijatuhi sanksi berupa pembinaan dan pelatihan kerja, bukan hukuman 

penjara, sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan 

rehabilitasi anak. Dalam hukum Islam, tindakan peretasan dikategorikan sebagai 

jarimah taʿzīr, yaitu kejahatan yang tidak ditentukan sanksinya secara spesifik oleh 

syariat, sehingga sanksi diserahkan pada ijtihad hakim demi kemaslahatan. 

Penelitian ini merekomendasikan agar sistem peradilan pidana anak di Indonesia 

semakin mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan Islam dalam penanganan 

kejahatan siber oleh anak, guna melindungi hak anak dan menjamin masa 

depannya.  

Kata kunci: Peretasan, Anak, Taʿzir, Hukum Pidana Islam.
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A. Pendahuluan 

Era globalisasi yang ditopang oleh kemajuan teknologi informasi telah membawa 

perubahan besar dalam kehidupan manusia, baik dalam pola pikir, komunikasi, maupun dalam 

berbagai aktivitas sosial.1 Di antara kemajuan teknologi yang paling menonjol adalah 

perkembangan media sosial yang telah mengubah cara masyarakat berinteraksi. Facebook, 

Instagram, WhatsApp, Twitter, dan berbagai platform lainnya kini menjadi bagian integral dari 

kehidupan manusia, bukan hanya sebagai alat komunikasi pribadi, tetapi juga sebagai ruang 

publik digital yang melibatkan aspek ekonomi, politik, hukum, bahkan agama. Media sosial 

menawarkan banyak manfaat, seperti kemudahan berbagi informasi, memperluas jaringan 

pertemanan, serta menjadi sarana bisnis dan kampanye sosial. Namun di balik manfaat tersebut, 

terdapat sisi gelap yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, salah 

satunya adalah tindak pidana peretasan atau dikenal dengan istilah hacking. Peretasan media 

sosial merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan keamanan pengguna.2 Akses 

tidak sah terhadap akun pribadi, pencurian data, hingga pengambilalihan grup dengan motif 

ekonomi adalah contoh nyata dari kejahatan siber yang semakin marak.3 

Yang lebih memprihatinkan adalah ketika pelaku kejahatan ini berasal dari kalangan 

anak-anak atau remaja. Dalam berbagai laporan aparat penegak hukum dan lembaga 

perlindungan anak, ditemukan peningkatan jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana dunia 

maya. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak-anak, meskipun secara psikologis belum 

matang, telah memiliki akses luas terhadap teknologi yang dapat mereka gunakan untuk tujuan 

kriminal. Hal ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan 

pertanggungjawaban pidana anak.4 Yang menjadi persoalan menarik dalam kajian ini adalah 

ketika perbuatan peretasan dilakukan oleh seorang anak, yakni individu yang menurut hukum 

belum dewasa atau belum mencapai usia tertentu untuk bertanggung jawab penuh secara 

hukum. Fenomena ini terjadi dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks, di mana 

seorang anak bernama Jepri bin Junaidi dinyatakan bersalah karena melakukan peretasan akun 

Facebook milik orang lain dan mengambil alih grup Facebook besar yang beranggotakan 

ratusan ribu orang. Anak tersebut tidak hanya meretas akun, tetapi juga menjual grup tersebut 

 
1 Mohamad Miftah, “Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Pendidikan Sains Dan Kehidupan Masyarakat,” 

Jurnal Teknodik, Pusdatin, March 8, 2015, 179, https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.122. 
2 Adelia Putri et al., “Keamanan Online dalam Media Sosial: Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital 

(Studi Kasus Desa Pematang Jering),” Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia 6, no. 1 (2024): 49, 

https://doi.org/10.35870/jpni.v6i1.1097. 
3 Thiara Dewi Purnama and Abdurrakhman Alhakim, “Pentingnya Uu Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk 

Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia,” e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan 

Ganesha 4, no. 3 (2021): 1059, https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.44370. 
4 Robby Ansyari et al., “Dilema Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana: Studi Kasus Pembunuhan Terhadap 

Karyawati di Denpasar,” EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, ahead of print, 2024, 506, 

https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3046. 
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kepada pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku, meskipun masih di bawah umur, 

memiliki kemampuan teknis yang cukup canggih untuk melakukan kejahatan digital. 

Dalam proses peradilannya, anak tidak dijatuhi pidana penjara, melainkan dikenai 

tindakan berupa penempatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) selama 

6 bulan dan pelatihan kerja selama 2 bulan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini mengatur bahwa 

sistem peradilan terhadap anak harus mengedepankan prinsip perlindungan, pembinaan, dan 

keadilan restoratif.5 

Akan tetapi, selain ditinjau dari aspek hukum positif Indonesia, perkara ini juga penting 

dikaji dari perspektif hukum pidana Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah 

Muslim dan nilai-nilai syariah menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat.6 Dalam hukum 

pidana Islam, perbuatan peretasan akun media sosial dapat dipandang sebagai bentuk 

pelanggaran terhadap hak milik, kehormatan pribadi, dan keamanan yang dilindungi oleh 

syariat. 

Al-Qur’an secara tegas melarang tindakan tajassus (memata-matai) dalam QS. Al-

Hujurat ayat 12 begitu pula QS. An-Nur ayat 27 yang sebagai berikut:  

لََ تجََسَّسُوْا وَلََ  اثِْمٌ وَّ الظَّن ِ  بَعْضَ  اِنَّ  الظَّن ِِّۖ  نَ  م ِ كَثيِْرًا  اجْتنَبِوُْا  اٰمَنوُا  الَّذِيْنَ  ايَحُِبُّ   يٰٰٓايَُّهَا  بَعْضًاۗ  بَّعْضُكُمْ  يَغْتبَْ 

َ ۗاِ  حِيْمٌ  احََدكُُمْ انَْ يَّأكُْلَ لحَْمَ اخَِيْهِ مَيْتاً فكََرِهْتمُُوْهُۗ وَاتَّقوُا اللّٰه ابٌ رَّ َ توََّ  ( 12: 49) الحجرٰت/ ١٢نَّ اللّٰه

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya 

sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan 

janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di 

antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu 

merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi 

Maha Penyayang. (Al-Hujurat/49:12) 

 

مُوْا عَلٰٰٓى اَ  هْلِهَاۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعلََّكُمْ تذَكََّرُوْنَ  يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لََ تدَخُْلوُْا بيُوُْتاً غَيْرَ بيُوُْتِكُمْ حَتهى تسَْتأَنْسُِوْا وَتسَُل ِ

 ( 27: 24) الن ور/ ٢٧

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan 

rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu 

lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. (An-Nur/24:27) 

 

Dua ayat ini dapat dianalogikan secara kontekstual sebagai larangan untuk mengakses 

informasi atau ruang privat seseorang tanpa izin, termasuk dalam bentuk akun media sosial. 

 
5 Pangestika Rizki Utami, “Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana 

pada Sistem Peradilan Pidana Anak,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 1, no. 1 (2018): 96, 

https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1691. 
6 Nadia Br Saragih et al., “Penerapan Hukum Islam dalam Konteks Indonesia: Interaksi dengan Sistem Hukum 

Nasional dan Tantangan Pengembangannya,” The Journal of MISTER (Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan) 2, no. 2 (2025): 3027, https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3078. 
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Dalam hukum Islam, anak yang melakukan pelanggaran tidak secara otomatis dikenakan 

hukuman sebagaimana orang dewasa. Islam memiliki konsep taklif, yaitu bahwa hanya orang 

yang telah baligh dan berakal (mukallaf) yang dikenai beban hukum secara penuh.7 Namun, 

Islam juga tidak membebaskan anak dari tanggung jawab sosial dan moral. Anak tetap dapat 

dikenakan bentuk sanksi ringan, seperti ta’dib (pendidikan moral) atau tindakan pembinaan 

oleh wali atau hakim, tergantung pada tingkat kedewasaan dan bahaya dari perbuatannya. 

Maka dari itu, penting untuk membandingkan dan menelaah lebih jauh mengenai 

pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap kasus seperti ini. Penelitian ini 

berangkat dari tiga pertanyaan utama: (1). Bagaimana peretasan akun media sosial menurut 

hukum pidana Islam dan hukum pidana positif? (2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam 

Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks tentang tindak pidana peretasan akun media 

sosial? (3). Bagaimana sanksi pidana dalam peretasan akun media sosial dalam Putusan Nomor 

53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks menurut hukum pidana Islam?. Pertanyaan ini bertujuan untuk 

menilai apakah sanksi yang dijatuhkan kepada anak dalam perkara tersebut sejalan dengan 

prinsip-prinsip syariat Islam. Apakah bentuk tindakan pembinaan seperti penempatan di LPKS 

dan pelatihan kerja dapat dianggap sebagai bentuk ta'zir atau ta’dib dalam hukum Islam? 

Penelitian ini menjadi relevan secara teoritis karena mempertemukan dua sistem hukum 

yang berbeda: hukum positif nasional dan hukum pidana Islam, dalam konteks kasus konkrit. 

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, 

dan institusi pendidikan dalam menyusun strategi penanggulangan kejahatan siber yang 

dilakukan oleh anak, serta mengedepankan keadilan yang manusiawi dan bermoral. Apalagi di 

era digital saat ini, anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan. Di satu sisi, mereka 

adalah pengguna aktif internet dan media sosial; di sisi lain, mereka belum memiliki 

kemampuan untuk membedakan secara utuh antara hal yang boleh dan yang dilarang secara 

hukum. Kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya literasi digital, dan tidak tersedianya 

pendidikan etika digital yang memadai menjadikan anak mudah terjerumus dalam kejahatan 

siber. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga 

edukatif dan preventif. 

Melalui pendekatan hukum Islam, masyarakat diajak untuk lebih menekankan nilai-nilai 

kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Hukum pidana Islam 

juga mengajarkan bahwa sanksi tidak selalu berupa penderitaan fisik, melainkan bisa berupa 

peringatan, teguran, pembinaan moral, hingga pengawasan sosial oleh keluarga dan 

 
7 Abdur Rakib, “Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah,” HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam 

dan Hukum Ekonomi Islam 5, no. 2 (2021): 124, https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3585. 
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masyarakat.Oleh karena itu, studi ini berupaya unutk mengkaji secara mendalam tindak pidana 

peretasan oleh anak dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks menurut Hukum 

Pidana Islam dengan tujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah di atas secara sistematis 

dan komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam 

pengembangan hukum pidana Islam, sekaligus sebagai landasan pemikiran bagi perumusan 

kebijakan perlindungan anak dan penegakan hukum di era digital yang semakin kompleks. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian liberary research (Kepustakaan) yang bersifat 

normatif Yuridis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif 

yuridis, pendekatan normatif dalam penelitian ini berguna untuk mengkaji berbagai ketentuan 

tentang tindak pidana tindak pidana peretasan akun media sosial oleh anak baik yang terdapat 

dalam teks-teks suci dalam Al-qur’an dan Hadits maupun dalam kitab-kitab karangan ulama 

ataupun buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.8 Data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah data sekunder saja, karena penelitiannya adalah penelitian hukum normatif 

hal ini dijelaskan oleh Soerjono Soekamto, bahwa penelitian hukum normatif yang diteliti 

hanya bahan pustaka atau data sekunder. Teknik analisis data pada penelitian hukum normatif 

adalah analisis kualitatif, yakni analis data dengan cara menguraikan data secara bermutu, 

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.9  

C. Hasil Dan Pembahasan 

1. Peretasan Akun Media Sosial Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan 

Pidana Positif 

Pengaturan Hukum Mengenai Akses Ilegal terhadap Sistem Elektronik oleh Anak. 

Tindak pidana berupa akses tanpa izin terhadap komputer atau sistem elektronik milik 

orang lain yang dilakukan dengan cara membobol sistem pengaman telah diatur secara 

jelas dalam sistem hukum positif Indonesia. Pengaturan ini tertuang dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).10 

Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 30 ayat (3) yang secara eksplisit menyatakan 

bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun, baik dengan 

 
8 Faisar Ananda Arfa, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), 52. 
9 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (CV. Alfabeta, 2017), 69. 
10 Asfarina Oktaviani and Emmilia Rusdiana, “Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan Di 

Indonesia Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” NOVUM: JURNAL HUKUM 10, no. 1 

(2023): 251, https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50394. 
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melanggar, menerobos, melampaui, maupun menjebol sistem pengamanan, dapat 

dipidana.” Sementara itu, sanksi pidana bagi perbuatan tersebut ditegaskan dalam Pasal 

46 ayat (3), yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun 

dan/atau denda paling banyak delapan ratus juta rupiah.” 

Ketentuan pidana dalam UU ITE ini bersifat umum dan berlaku untuk setiap warga 

negara tanpa membedakan usia. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan peretasan 

sistem elektronik dilakukan oleh seorang anak yaitu individu yang belum berusia 18 tahun 

maka ketentuan dalam UU ITE tetap dapat diterapkan, dengan penyesuaian prosedur 

berdasarkan aturan hukum yang berlaku khusus bagi anak. Penyesuaian tersebut mengacu 

pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 

SPPA), yang secara khusus mengatur tata cara perlakuan terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. UU SPPA menekankan 

bahwa tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak bukan sekadar memberikan sanksi, 

tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan bagi anak.11 Hal ini sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan bahwa sistem peradilan 

pidana anak harus mengedepankan prinsip restorative justice atau keadilan restoratif. 

Keadilan restoratif sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) sebagai mekanisme 

penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan secara aktif pelaku, korban, keluarga dari 

kedua belah pihak, dan juga elemen masyarakat lain yang terkait. Tujuan utama dari 

pendekatan ini adalah untuk mencari solusi pemulihan secara adil, bukan penghukuman 

yang bersifat pembalasan. 

Dalam praktiknya, keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak dapat 

diwujudkan melalui mekanisme yang disebut diversi. Diversi merupakan proses 

pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal ke bentuk 

penyelesaian alternatif di luar sistem peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UU 

SPPA, dan menjadi bagian penting dari implementasi prinsip restoratif tersebut. Tujuan 

dari pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 6 UU SPPA, yang mencakup beberapa aspek 

penting, yaitu:12 pertama, mendorong tercapainya perdamaian antara anak sebagai pelaku 

dengan korban; kedua, menyelesaikan perkara anak tanpa perlu melalui proses 

pengadilan pidana yang berlarut-larut; ketiga, mencegah anak dari pengalaman buruk 

 
11 Budiyono Budiyono et al., “Kompatibilitas Restorative justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak,” Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 4, no. 1 (2024): 41, 

https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.444. 
12 Kamaruddin Jafar, “Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Deliquency (anak Berkonflik 

Hukum),” Al-’Adl 8, no. 2 (2015): 92, https://doi.org/10.31332/aladl.v8i2.361. 
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akibat perampasan kemerdekaan seperti penahanan atau pemenjaraan; keempat, 

mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menyelesaikan persoalan hukum anak secara 

musyawarah; dan kelima, membentuk rasa tanggung jawab dalam diri anak atas 

perbuatannya. 

Diversi dilandasi oleh semangat penyelesaian yang tidak hanya formal legalistik, 

tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan emosional yang lebih luas. Esensi dari 

pendekatan ini adalah mengembalikan keadaan kepada situasi semula sebelum tindak 

pidana terjadi, sejauh mungkin tanpa harus melibatkan hukuman fisik atau penahanan 

yang dapat berdampak jangka panjang bagi tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, 

pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, pengakuan kesalahan, serta keterlibatan 

komunitas menjadi prioritas. Namun demikian, mekanisme diversi tidak dapat diterapkan 

dalam semua kasus pidana anak. Undang-undang secara tegas membatasi penerapan 

diversi hanya pada perkara-perkara tertentu. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA disebutkan 

bahwa diversi hanya dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan bentuk 

pengulangan tindak pidana.13 Artinya, apabila anak melakukan tindak pidana serius 

seperti pembunuhan, atau jika anak tersebut sudah berulang kali melakukan pelanggaran 

hukum, maka diversi tidak lagi dapat digunakan sebagai mekanisme penyelesaian. 

Dalam konteks tindak pidana peretasan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) 

UU ITE, ancaman pidana maksimal adalah delapan tahun penjara. Oleh karena itu, 

apabila seorang anak terbukti melakukan pelanggaran yang masuk dalam kategori pasal 

ini, maka secara yuridis formil ia tidak lagi memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, 

karena ancaman pidananya melebihi tujuh tahun. Kendati demikian, pendekatan keadilan 

restoratif tetap dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, meskipun tidak 

melalui mekanisme diversi. Hakim dapat menjatuhkan bentuk sanksi yang tidak merusak 

masa depan anak, seperti pembinaan sosial, rehabilitasi, pelatihan kerja, atau pengawasan 

oleh lembaga kesejahteraan sosial anak (LPKS).14 Hal ini sesuai dengan semangat UU 

SPPA yang secara keseluruhan dirancang untuk menjamin bahwa setiap anak yang 

bersalah tetap memiliki kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, dan kembali ke 

masyarakat dengan cara yang konstruktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

 
13 Ardian Wahyu Eko Hastomo, “Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana 

Penjara 7 Tahun Atau Lebih (tinjauan Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak,” Badamai Law Journal 3, no. 1 (2018): 21, https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.6056. 
14 Abdul Wahab et al., “Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (lpks) Aceh Timur Dalam 

Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana,” JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 6, no. 4 (2024): 17, https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13092. 
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sistem hukum pidana di Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang cukup 

progresif dalam menangani kejahatan siber yang dilakukan oleh anak, termasuk tindak 

pidana peretasan akun media sosial. Perpaduan antara pendekatan represif yang tegas 

dalam UU ITE dan pendekatan rehabilitatif dalam UU SPPA menunjukkan adanya 

keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari kejahatan teknologi dan perlindungan 

anak sebagai individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan pembentukan karakter. 

Peretasan media sosial oleh anak dalam konteks Hukum Pidana Islam, merupakan 

suatu fenomena baru yang belum ditemukan secara langsung dalam kitab-kitab klasik. 

Namun, ulama kontemporer melakukan pendekatan analogis (qiyas) terhadap tindak 

pidana siber, termasuk peretasan akun media sosial, dengan beberapa kategori jarimah 

(tindak pidana) yang telah dikenal dalam fiqh jinayah. Peretasan akun media sosial dapat 

dipandang sebagai bentuk penyerobotan hak, pencurian hak digital, bahkan penipuan, 

tergantung dari akibat dan motif perbuatan tersebut. Jika peretasan dilakukan untuk 

memperoleh keuntungan pribadi, seperti dalam kasus Jepri yang menjual grup media 

sosial hasil retasan, maka perbuatan tersebut dapat dianalogikan dengan jarimah sariqah 

(pencurian). Namun, karena objek yang dicuri bukan benda fisik melainkan aset digital 

atau hak penguasaan, maka sanksinya tidak bisa serta-merta dikenai hudud seperti dalam 

pencurian biasa. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, perbuatan ini lebih tepat 

dikualifikasikan sebagai jarimah ta‘zīr, yaitu pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan 

hukuman yang pasti dalam Al-Qur’an dan Sunnah, dan sanksinya diserahkan kepada 

ijtihad hakim atau otoritas negara. 

Hukum Islam juga memandang pentingnya unsur usia dan kapasitas bertanggung 

jawab dalam menentukan apakah seseorang bisa dijatuhi hukuman atau tidak15. Seorang 

anak yang belum baligh atau belum sempurna akalnya (tidak mukallaf) tidak dapat 

dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Namun demikian, anak yang telah 

mampu membedakan baik dan buruk (tamyiz), seperti dalam kasus Jepri yang berusia 17 

tahun, dapat dikenakan sanksi dalam bentuk ta‘zīr sebagai bentuk pembinaan moral dan 

sosial. Tujuan dari hukuman dalam Islam, khususnya ta‘zīr terhadap anak, adalah untuk 

memperbaiki akhlak pelaku, mencegah pengulangan perbuatan, dan melindungi 

masyarakat dari kejahatan serupa.  

Menurut hukum pidana islam, kedudukan anak dalam hukum islam anak yang 

belum baligh dan berakal (aql) tidak dikenakan hukuman hudud/qisas. Namun, masih 

 
15 Asiyah Jamilah, “Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak dalam 

Kasus Kekerasan,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 6, no. 1 (2025): 109, 

https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2054. 
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bisa dikenakan ta‘zīr (hukuman mendidik) oleh wali, hakim atau negara. Dalam Islam 

belum ada istilah eksplisit soal "peretasan", tapi bisa dianalogikan sebagai: (A) Jarimah 

sariqah (pencurian) jika peretasan merampas data, akses, atau aset digital. (B). Jarimah 

i'tidā’ (penyerangan/hak) merampas hak orang lain atas akun. (C). Tasybih bil-kadzib 

(penipuan/pemalsuan) jika menggunakan akun untuk mengelabui. Sanksi dalam Islam, 

Tidak termasuk hudud atau qisas maka masuk kategori ta‘zīr16, yakni hukuman yang 

ditentukan oleh hakim/negara berdasarkan kemaslahatan. Sanksi ta‘zīr bisa berupa: ( 

Nasihat, Peringatan keras, Pencambukan ringan (di masa klasik), Isolasi sosial, Atau 

dalam konteks modern: rehabilitasi digital atau pembinaan sosial. 

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomer 53/PID.SUS ANAK/2019/PN MKS 

Tentang Tindak Pidana Peretasan Akun Media Sosial 

Dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang 

berkaitan dengan tindak pidana siber seperti peretasan akun media sosial, hakim memiliki 

peran penting dalam memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya berorientasi pada 

penghukuman semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan, pemulihan, dan 

keadilan restoratif.17 Hal ini tampak nyata dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-

Anak/2019/PN Mks yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar, di mana seorang 

anak bernama Jepri Bin Junaidi diadili karena telah melakukan peretasan akun media 

sosial Facebook dan mengambil alih grup besar yang memiliki lebih dari 600.000 

anggota. 

Dalam mempertimbangkan perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu membedah 

unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan penuntut umum. Jaksa mendakwa anak dengan 

dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 46 ayat (3) jo Pasal 30 ayat (3) UU ITE. Dalam 

pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 

mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan menjebol sistem pengamanan 

dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, 

anak terbukti telah mengakses akun Facebook milik orang lain, menguasainya, mengganti 

pengaturan administratif, menghapus admin lainnya, lalu mengalihkan kepemilikan akun 

grup kepada pihak lain dengan imbalan uang sebesar Rp500.000. 

Hakim menilai bahwa tindakan tersebut telah memenuhi semua unsur delik yang 

diatur dalam Pasal 30 dan 46 UU ITE. Anak melakukan perbuatan itu secara sadar, tanpa 

 
16 Azhari Akmal Tarigan, “Ta’zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya,” AHKAM : Jurnal Ilmu 

Syariah 17, no. 1 (2017): 164, https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223. 
17 Bahtera Perangin-angin et al., “Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang 

Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi,” 

Legalitas: Jurnal Hukum 6, no. 2 (2014): 231, http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v6i2.122. 
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hak, dan melawan hukum. Ia memiliki niat dan maksud untuk mengambil alih kontrol 

atas grup media sosial dengan cara yang tidak sah. Fakta bahwa anak memperoleh 

keuntungan dari tindakan tersebut, meskipun nominalnya tidak besar, menunjukkan 

adanya unsur kesengajaan dan motif ekonomi. Namun demikian, karena pelaku 

merupakan anak berusia 17 tahun, pertimbangan hukum hakim tidak hanya berhenti pada 

unsur formil dan materil tindak pidana. Majelis hakim juga merujuk pada ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 

SPPA), yang mengatur bahwa proses pidana terhadap anak harus mempertimbangkan 

prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), serta mengedepankan 

keadilan restoratif. 

Dalam memeriksa keadaan anak, hakim merujuk pada hasil litmas (penelitian 

kemasyarakatan) yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan dari balai 

pemasyarakatan. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa anak berasal dari keluarga 

sederhana, memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan, dan menunjukkan perilaku 

kooperatif serta penyesalan selama proses persidangan. Selain itu, tidak ada indikasi 

bahwa anak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, yang artinya ini merupakan 

pelanggaran hukum pertamanya.18 

Majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan orang tua anak, yang 

menunjukkan dukungan untuk proses pembinaan serta menyatakan kesediaannya untuk 

mendampingi dan mengawasi anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini 

diperkuat oleh fakta bahwa anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui 

kesalahan, dan menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri. Semua faktor ini dinilai 

sebagai keadaan yang meringankan (circumstances extenuating), yang harus diperhatikan 

oleh majelis hakim dalam merumuskan sanksi. 

Dalam hal ini, hakim tidak semata-mata mempertimbangkan aspek pemidanaan 

dalam arti penghukuman, tetapi lebih menekankan pada fungsi pembinaan dan 

rehabilitasi sosial. Hal ini sejalan dengan semangat UU SPPA, yang tidak menjadikan 

pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk sanksi, melainkan membuka ruang bagi 

penerapan tindakan alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan dan edukasi. Maka 

dari itu, meskipun ancaman pidana untuk pelanggaran terhadap Pasal 46 ayat (3) UU ITE 

adalah pidana penjara maksimal delapan tahun dan/atau denda maksimal delapan ratus 

juta rupiah, hakim memilih untuk menjatuhkan bentuk sanksi yang lebih proporsional dan 

kontekstual terhadap kondisi anak. 

 
18 Direktori Mahkamah Agung, Putusan Nomor 53/PID.SUS-ANAK/2019/PN Mks (2019). 
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Hakim memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana berupa pembinaan di 

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama empat bulan dan 

pelatihan kerja selama empat bulan. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar anak tidak 

terisolasi secara sosial, tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan 

informal, serta memperoleh keterampilan yang bermanfaat bagi masa depannya. 

Pelatihan kerja juga diharapkan dapat menjadi bekal bagi anak untuk membangun 

kembali identitas sosialnya secara positif setelah menyelesaikan masa pidana. 

Pertimbangan lain yang tidak kalah penting adalah mengenai pengeluaran anak dari 

tahanan selama masa proses hukum berlangsung. Dalam amar putusan, majelis hakim 

menyatakan bahwa anak tetap berada dalam tahanan, namun dengan status yang 

memungkinkan pengawasan dan pembinaan. Selain itu, hakim membebankan biaya 

perkara sebesar Rp2.000 kepada anak, sebagai bentuk simbolik dari tanggung jawab yang 

harus diemban, tanpa membebani secara ekonomis. 

Putusan ini mencerminkan prinsip keseimbangan antara penegakan hukum dan 

perlindungan terhadap hak-hak anak. Di satu sisi, hakim tetap menegakkan hukum 

dengan menyatakan bahwa perbuatan anak adalah tindak pidana yang merugikan pihak 

lain dan tidak bisa ditoleransi. Namun di sisi lain, hakim juga menunjukkan komitmen 

terhadap pemulihan sosial anak dengan menghindari pemenjaraan konvensional dan 

memilih bentuk pembinaan yang lebih konstruktif. 

Amar Putusan Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, fakta hukum, dan 

prinsip-prinsip hukum yang relevan, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan 

sebagai berikut: 

a. Menyatakan bahwa anak bernama Jepri Bin Junaidi terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 

hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan 

cara menjebol sistem pengamanan" sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) jo 

Pasal 30 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. 

b. Menjatuhkan pidana kepada anak berupa pidana pembinaan di LPKS Toddopuli 

Makassar selama empat (4) bulan dan pelatihan kerja selama empat (4) bulan. 

c. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan selama proses pembinaan 

berlangsung. 

d. Membebankan biaya perkara kepada anak sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah). 

Putusan ini menjadi contoh konkret penerapan prinsip keadilan anak di Indonesia. 

Dalam menghadapi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di era digital, 
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pengadilan berhasil merumuskan putusan yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi 

juga membangun peluang bagi pemulihan dan pembinaan moral anak untuk kembali ke 

tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. 

3. Sanksi Pidana Dalam Peretasan Akun Media Sosial Dalam Putusan Nomer 

53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks Menurut Hukum Pidana Islam  

Sanksi terhadap perbuatan peretasan akun media sosial seperti yang dilakukan oleh 

anak dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks dalam hukum pidana Islam 

tidak secara eksplisit ditemukan dalam sumber-sumber hukum klasik karena konteksnya 

adalah perkembangan teknologi modern. Namun, para ulama kontemporer melakukan 

pendekatan analogi (qiyās) untuk mengkategorikan perbuatan tersebut ke dalam bentuk-

bentuk jarīmah (tindak pidana) yang telah dikenal dalam fikih jinayah.  

Dalam Putusan Pengadilan negeri makasar tersebut, pelaku tindak pidana peretasan 

akun media sosial adalah seorang anak bernama Jepri Bin Junaidi. Ia didakwa karena 

secara sengaja dan tanpa hak telah meretas akun Facebook milik orang lain, mengambil 

alih kendali atas grup media sosial besar bernama L-IKMK, dan kemudian menjual grup 

tersebut kepada pihak lain. Meskipun perbuatannya melanggar ketentuan dalam Pasal 30 

ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) UU ITE, karena statusnya sebagai anak, proses hukum 

terhadap dirinya tunduk pada ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (UU SPPA). 

Perbuatan Jepri dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dikualifikasikan 

sebagai jarīmah ta‘zīr yaitu tindak pidana yang tidak secara tegas ditentukan sanksinya 

dalam al-Qur’an dan hadis, namun tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak 

individu dan tatanan sosial. Secara bahasa, "ta'zir" berasal dari kata dasar 'azzaro yang 

berarti menolak dan  mencegah kejahatan, serta dapat bermakna memperkuat, 

memuliakan, dan membantu.  Ta'zir juga berarti hukuman yang dimaksudkan untuk 

memberikan pelajaran. Disebut  demikian karena tujuan utama dari ta'zir adalah 

mencegah pelaku kejahatan agar tidak  mengulangi perbuatannya, sehingga membuatnya 

jera19. Bentuk jarimah ini memberikan fleksibilitas kepada penguasa atau hakim untuk 

menjatuhkan hukuman yang dianggap sesuai demi menjaga kemaslahatan umum. 

Perbuatan meretas akun media sosial dengan maksud mengambil alih akun dan 

menguasai grup seperti dilakukan oleh anak dalam putusan ini dapat diklasifikasikan 

 
19 Yayan Muhammad Royani, “Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Studi 

Analisis Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Baru Dan Regulasi Di Luar KUHP),” Bureaucracy Journal : 

Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 4, no. 3 (2024): 3397, 

https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.610. 
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sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik (ḥaqq al-milkiyyah) dan hak kehormatan 

(ḥaqq al-'ird). Meski objek yang diretas bukanlah barang fisik, dalam konteks 

kontemporer data digital atau akun sosial media memiliki nilai ekonomi, sosial, dan 

reputasional yang besar20. Dalam hukum Islam, perbuatan ini dikategorikan sebagai 

jarīmah ta‘zīr, yaitu tindak pidana yang tidak memiliki sanksi pasti (ḥadd) dalam al-

Qur’an atau Sunnah, sehingga bentuk dan kadar hukumannya ditentukan oleh hakim atau 

pemerintah berdasarkan pertimbangan maslahat (kemaslahatan umum).21 Terdapat 

beberapa ayat yang secara prinsip memberikan dasar bagi pengaturan sanksi terhadap 

kejahatan seperti peretasan, yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak orang lain 

dan kezaliman. Di antaranya: Larangan Memakan Harta Orang Lain secara Batil QS. Al-

Baqarah: 188.  

اَ  نْ  م ِ فرَِيْقاً  لِتأَكُْلوُْا  الْحُكَّامِ  اِلَى  بِهَآٰ  وَتدُْلوُْا  باِلْباَطِلِ  بيَْنَكُمْ  امَْوَالَكُمْ  ا  تأَكُْلوُْٰٓ وَانَْتمُْ وَلََ  ثْمِ  باِلَِْ النَّاسِ  مْوَالِ 

   ١٨٨تعَْلَمُوْنَ ࣖ 

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil 

dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan 

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan 

dosa, padahal kamu mengetahui.(Al-Baqarah/2:188).  

 

Ayat ini menunjukkan larangan terhadap segala bentuk pengambilan hak milik 

orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk melalui manipulasi digital atau peretasan 

yang menyebabkan kerugian terhadap korban. Kemudian ayat Perintah Menegakkan 

Keadilan dan Menjaga Amanah QS. An-Nisā’: 58 

َ يأَمُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّوا الََْمٰنٰتِ اِلٰٰٓى اهَْلِهَاۙ وَاِذاَ حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ انَْ تحَْكُمُوْا  ا    ۞ اِنَّ اللّٰه َ نِعِمَّ باِلْعَدلِْ ۗ اِنَّ اللّٰه

َ كَانَ سَمِيْعاًۢ بصَِيْرًا     ٥٨يَعِظُكُمْ بهِٖ ۗ اِنَّ اللّٰه

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu 

tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-

Nisa'/4:58) 

 

Ayat ini menjadi dasar bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil, termasuk 

memberikan hukuman yang sepadan kepada pelaku kejahatan digital, dengan tetap 

 
20 Andre Fahreza and Muhammad Aidil Azman Lubis, “Dampak Kebijakan Perlindungan Data Terhadap Perilaku 

Konsumen Di Era Digital,” JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN 2, no. 3 (2015): 776, 

https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.5880. 
21 Sufrizal Sufrizal et al., “Analysis  Ta’zir Punishment And Istinbath Legal Method Imam Malik’s Perspective,” 

Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 13, no. 2 (2023): 128, 

https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367. 
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memperhatikan prinsip proporsionalitas, apalagi jika pelaku masih anak-anak. Kemudian 

ayat Larangan Masuk Rumah (atau Wilayah Pribadi) tanpa Izin QS. An-Nūr: 27  

مُوْا عَلٰٰٓى اَ  هْلِهَاۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لعََلَّكُمْ  يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لََ تدَخُْلوُْا بيُوُْتاً غَيْرَ بيُوُْتِكُمْ حَتهى تسَْتأَنْسُِوْا وَتسَُل ِ

   ٢٧تذَكََّرُوْنَ 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang 

bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. 

Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.(An-Nur/24:27).  

  

Meskipun ayat ini berbicara tentang rumah secara fisik, para ulama menafsirkannya 

secara luas bahwa privasi dan hak individu harus dijaga. Di era digital, akun media sosial 

adalah bentuk 'rumah digital' yang privasinya dilindungi. 

Bentuk sanksi ta‘zīr terhadap anak dalam konteks hukum Islam, pelaku yang masih 

tergolong anak (belum mukallaf sepenuhnya) tetap dapat dikenai hukuman, tetapi 

hukuman tersebut tidak boleh bersifat keras atau merusak masa depannya. Dalam sejarah 

islam, ta‘zīr terhadap anak bisa berupa:22 (a). Teguran keras dan pembinaan moral. (b). 

Pemantauan ketat oleh orang tua atau komunitas. (c). Pemisahan sementara dari 

lingkungan pergaulan negatif. (d). Pendidikan agama atau keterampilan sebagai bentuk 

rehabilitasi. Dalam konteks negara seperti indonesia, bentuk ta‘zīr dapat diterjemahkan 

sebagai pembinaan sosial di lpks (lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial), 

pelatihan kerja, atau bimbingan oleh tokoh agama atau masyarakat. 

Penerapan sanksi terhadap jepri dalam perspektif hukum pidana islam. Dalam 

hukum islam, seorang anak yang telah mencapai usia tamyiz (dapat membedakan baik 

dan buruk) dan mendekati usia baligh seperti jepri, tetap bisa dikenai sanksi, namun bukan 

dengan bentuk hukuman hudūd atau qishāsh, melainkan ta‘zīr yang bersifat mendidik 

dan membina. Hukum islam tidak mendorong penghukuman fisik atau penjara terhadap 

anak, melainkan pendekatan korektif yang diarahkan pada perbaikan akhlak dan 

pemulihan sosial. Adapun bentuk penerapan sanksi ta‘zīr yang sesuai dan telah diputus 

oleh hakim, yaitu:  

Pertama, Pidana Pembinaan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial) selama empat bulan. Dalam hukum pidana Islam, pembinaan ini sejalan dengan 

pendekatan ta’zīr yang bertujuan islāh (perbaikan moral) dan pengawasan terhadap 

 
22 Adam Sani, “Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Public Policy, 

ahead of print, Universitas Teuku Umar, November 16, 2015, 6, https://doi.org/10.35308/jpp.v0i0.702. 
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perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya.23 Pembinaan ini bukan bentuk 

hukuman yang keras, tetapi diarahkan agar anak memahami kesalahan dan memperoleh 

bimbingan rohani maupun sosial. Kedua, pelatihan kerja selama empat bulan. Ini 

merupakan bentuk nyata dari rehabilitasi yang dalam hukum islam sangat dianjurkan 

untuk pelaku jarimah ta‘zīr, terutama anak. Dengan diberi pelatihan kerja, Jepri dibekali 

keterampilan agar bisa produktif secara positif dan tidak lagi melakukan kejahatan 

berbasis teknologi atau ekonomi. Pelatihan ini bertujuan mendidik anak agar memiliki 

tanggung jawab, kemandirian, dan kesadaran hukum. Ketiga, Tidak dijatuhi pidana fisik 

atau penjara konvensional Hal ini sesuai dengan kaidah dalam Islam bahwa anak yang 

belum mukallaf (dalam arti belum mencapai akil baligh secara penuh) tidak dikenakan 

sanksi hudūd, tetapi dapat diberikan pembinaan melalui mekanisme ta’zīr ringan.24 

Dalam literatur fikih, seperti disebut oleh Imam al-Mawardi dan Imam Ibn Qudāmah, 

anak yang bersalah bisa dikenai bentuk pendidikan disiplin (ta’dīb), bukan hukuman 

berat. Keempat, tidak dikenakan denda besar atau ganti rugi materiil. Dalam hukum islam, 

anak tidak dikenakan tanggung jawab keuangan secara penuh karena belum memiliki 

tanggungan hukum dalam muamalah.25 Dalam putusan ini, Jepri hanya dikenai biaya 

perkara yang sangat kecil (Rp2.000), yang mencerminkan asas keringanan dan keadilan 

bagi pelaku anak dalam hukum Islam. 

Kemaslahatan dan tujuan pidana dalam islam (Maqāṣid al-Syarī‘ah) Sanksi pidana 

dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi untuk: (A). Al-Islâh 

(perbaikan pelaku). (B). Al-Zajr (pencegahan agar pelaku dan masyarakat tidak 

mengulangi). (C). Al-Radd (membela hak korban). (D). Al-Ta’dīb (pendidikan moral dan 

spiritual). Dengan demikian, sanksi berupa pembinaan dan pelatihan kerja yang 

diputuskan hakim dalam putusan tersebut sangat sesuai dengan tujuan hukum Islam. 

Perbuatan peretasan akun media sosial oleh anak dalam hukum pidana Islam merupakan 

bentuk pelanggaran terhadap hak milik, hak martabat, dan privasi individu yang harus 

dihukum secara ta‘zīr. Islam memberikan wewenang kepada hakim untuk menentukan 

sanksi berdasarkan tingkat kesalahan dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Dalam kasus 

anak seperti pada Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks, bentuk sanksi yang 

 
23 Teguh Irawan et al., “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Untuk Pembinaan Moral Anak Berhadapan 

Hukum Di Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial Rimbo Recap” (undergraduate, Institut Agama Islam 

Negeri Curup, 2023), https://e-theses.iaincurup.ac.id/4252/. 
24 Kharisatul Janah, “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” 

Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana 4, no. 2 (2020): 75–94, https://doi.org/10.19109/tazir.v4i2.8547. 
25 basoaldafiq Basoaldafiq, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Anak Yang Belum 

Baligh Atas Pelunasan Akad Musharakah Orang Tuanya Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Kota Palopo” 

(diploma, IAIN Palopo, 2025), https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/10393/. 
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mendidik dan membina seperti pembinaan di LPKS dan pelatihan kerja merupakan 

cerminan dari pendekatan Islam yang rahmatan lil ‘ālamīn: adil, manusiawi, dan 

membangun masa depan yang lebih baik. 

Keselarasan dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah Sanksi terhadap Jepri mencerminkan 

penerapan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu lima tujuan utama syariat Islam:26 (A). 

Hifz al-Dīn (menjaga agama) melalui pembinaan moral dan nilai agama selama masa 

pembinaan. (B). Hifz al-‘Aql (menjaga akal): anak dibina untuk memahami kesalahan 

dan tidak menggunakan kecerdasannya untuk kejahatan. (C). Hifz al-Māl (menjaga harta) 

perbuatan anak melanggar hak milik orang lain, dan sanksi diarahkan untuk mencegah 

perbuatan itu terulang. (D). Hifz al-Nafs dan Hifz al-Nasl dengan membina anak secara 

utuh, keselamatan dirinya dan masa depannya tetap terjaga.  

Dengan menjatuhkan sanksi pembinaan dan pelatihan kerja, tanpa disertai penjara 

atau denda berat, hakim telah menerapkan sanksi yang sangat sesuai dengan prinsip 

hukum pidana Islam dalam kasus pelaku anak. Jepri Bin Junaidi, sebagai pelaku peretasan 

media sosial, dikenai sanksi yang bersifat korektif dan rehabilitatif, sebagaimana diatur 

dalam sistem ta‘zīr Islam yakni sanksi yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku dan 

mencegah pengulangan perbuatan, bukan semata-mata untuk membalas kesalahan. 

D. Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana peretasan akun media sosial yang 

dilakukan oleh anak, sebagaimana dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks, 

merupakan fenomena hukum yang kompleks, karena menyangkut dua ranah utama: kejahatan 

digital dan perlindungan anak dalam sistem peradilan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, 

anak yang melakukan peretasan tetap dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang ITE, namun 

pendekatan penyelesaiannya diatur khusus melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang 

mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak-hak anak. 

 Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut tergolong 

jarīmah taʿzīr, di mana sanksi terhadap pelaku diserahkan pada kebijakan hakim dengan 

mempertimbangkan unsur kemaslahatan, keadilan, dan pendidikan moral. Hukum Islam 

memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak, dengan memberikan ruang 

pembinaan agar anak tidak terjebak dalam siklus kejahatan dan dapat kembali menjadi anggota 

masyarakat yang bertanggung jawab. 

 
26 Achmad Suhaili, “Integrasi Maqāṣidal-Syarī‘Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Keluarga,” Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga 6, no. 1 (2025): 31, 

https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236. 
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 Sebagai catatan penutup, penting bagi aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan 

masyarakat luas untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem pencegahan kejahatan digital 

oleh anak, serta menyiapkan instrumen pendidikan yang relevan dengan tantangan era 

teknologi. Di masa depan, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi bentuk 

pengawasan digital yang bersifat edukatif, serta mengembangkan model rehabilitasi berbasis 

nilai-nilai keadilan Islam dan hak asasi anak. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan selama proses penyusunan 

jurnal ini, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral 

maupun akademik. Tidak lupa, penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan sahabat yang 

senantiasa memberikan semangat, serta kepada institusi yang telah memberikan akses terhadap 

dokumen dan referensi yang mendukung kelancaran penelitian ini.   
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